
BUPATI MUKOMUKO 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 

NOMOR 38 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN MUKOMUKO 

Menimbang: 

Mengingat: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI MUKOMUKO, 

bahwa dalam rangka peleksanaan sistem 
pengendalian intern yang efektif dan efisien 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mukomuko, perlu menetapkan manajemen risiko 

b. bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 13 ayat ( 1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 
penilaian risiko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Penerapan Manajemen Risiko Pada Organisasi 
Perangkat Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 

2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 



Menetapkan 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambaha 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); sebagaima na telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
20 15 tentang Perubah an Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 0 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengenda lian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelaenggara Pernerintah Daerah (Lemba r 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 604 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN 
MANAJEMEN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pengertian 

Bagian Kesatu 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelen ggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Mukomuko. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adala h 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

6. Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah selanjutnya disin gkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yan g integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien ,keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan barang milik Daerah , Negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , yan g selanjutnya disingkat SPIP, 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 

di lingkungan Pemerintah Dearah Kabupaten Mukomuko. 

9. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan a udit, reviu , evaluasi , 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakin an yan g 

memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

10. lnspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung 

jawab langsung kepada Bupati. 

11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan 

dan sasaran instansi pemerin tah. 

12. Manajemen risiko adalah proses proaktif dan kontinyu meliputi penetapan 

tujuan, identifikasi , analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu 

yang dijalanka n untuk mengelola risiko dan potensinya. 

13 . Profil risiko adalah penjelasan ten tang total paparan risiko yan g dinyatakan 

dengan tingkat risiko dan tren nya. 



14. Proses Manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat 

berkesinambungan, sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk 

mengelola risiko di instansi. 

15. Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil 

instansi da lam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang 

dikehendakinya. 

16. Retensi ada lah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko. 

17. Tuj uan Organisasi Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam 

Dokumen Restra Organisasi Perangkat Daerah. 

18. Sasaran Organ isasi Perangkat Daerah adalah sasara n yang tercantum dalam 

Dokumen Restra Organisasi Perangkat Daerah. 

19. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 

risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapa1an Tujuan 

Kegiatan / Sasaran Organisasi Perangkat Daerah. 

20. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada 

Organ isasi Perangkat Daerah . 

21. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, 

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak 

negatif terhadap pencapaian tujuan. 

22. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah 

teridentifikasi , dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan 

besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. 

23. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah 

Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah. 

24. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yan g selanjutnya 

disingkat RKA-OPD a dalah dokumen perencanaan dan penganggaran yan g 

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

25. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi ya n g lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan progra m/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 

26. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan 

dicapai dari Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah. 

27. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yan g dihasilkan dari 

kegiatan Iden tifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Organisasi Perangkat 

Daerah. 



28. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang 

akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 

29. Sadan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Kepala 

Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

Bagian Ked ua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat 

dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan 

kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan 

prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah: 

a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan 

efisien;dan 

b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktivitas pengendalian risiko. 

BAB II 

PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

Pasal3 

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 

a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 

b. Berorientasi jangka panjang; dan 

c. Mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya. 

BAB III 

PENYELENGGARA MANAJ EMEN RISI KO 

Pasal 4 

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah/OPD wajib menyelanggarakan 

manajemen risiko . 

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi tingkat OPD 

dan tingkat kegiatan. 



(3) Penyelanggara manajemen risiko pada tingkat OPD dikoordinasikan oleh 

Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalia n lnstansi Pemerintah (Satgas SPIP) 

OPD. 

(4) Penyelanggara manajemen risiko pada tingkat Kegiatan adalah Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) . 

BAB IV 

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

Pasal 5 

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap OPD dan risiko yang d ihadapi 

serta kondisi lin gkungan pengen dalian , strategi penerapan manajemen risiko 

meliputi: 

a. melakukan penilian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak 

negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan da n sasaran yang telah 

ditetapkan; 

b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manus1a, 

infrastruktur, dan standar operasional prosedur; 

c. mengintegrasikan manaJemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban program da n kegiatan untuk mencapai tujua n serta 

sasaran yang telah ditetapkan; da n 

d. melakukan pemanta uan secara terus menerus untuk perbaika n pada saat 

pelaksanaan, pertanggungjawaba n a tau untuk bahan perenca naan 

beriku tnya; 

Pasal 6 

(1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaima n a dimaksud da lam Pa sal 

5 ayat (3) huruf a , meliputi: 

a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yan g membawa kon seku en s i 

negatif terhadap pencapaian tuj uan OPD dan sasaran kegiatan ; dan 

b . kepastian bahwa seluruh risiko tela h teridentifika si dan terdapat progra m 

pengendalian yang terencana dan terukur untu k menja ga aga r risiko 

tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang tela h ditetapkan. 

(2) Berdasakan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang 

ditransfer. 

Pasal 7 



( 1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

paling sedikit meliputi hal : 

a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan 

untuk untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera resiko OPD yang 

telah ditetapkan; 

b . terdapat perlindangan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau 

kon trak; dan 

c. OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan 

terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada. 

(2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

paling sedikit meliputi hal : 

a. risiko risidual yang tidak dapat diterima sesuai dengan teloransi dan ris iko 

OPD; dan 

b. OPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai 

konsekuensi risiko yang diperkira kan . 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b , setiap kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah 

harus menyiapkan kompetensi instansi. 

(2) Penyiapan kompentensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi : 

a. sumber daya manusia ; 

b. infrastruktur; dan 

c. standar operasional prosedur. 

Pasal9 

Strategi pengintegrasian proses manaJemen risiko ke dalam proses kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari operasional proses pengambilan keputusan. 

BAB IV 

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RlSlKO 

Pasal 10 



( 1) Dalam rangka pen era pan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan 

proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis dan terukur 

terutama pada program dan kegiatan. 

(2) Program dan kegiata n sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah program 

dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama. 

Pasal 1 l 

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi : 

a. penetapan tujuan; 

b. identifikasi risiko; 

c. analisis risiko; 

d. evaluasi risiko; 

e. penangan risiko; dan 

f. pemantauan dan reviu. 

Pasal 12 

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a , diperlukan 

untuk menjabarkan tujuan OPD dan sasaran kegiatan. 

(2) Tahap pelaksanaan penetapan tuj uan sebagaimana dimaksud pada aya t ( l) 

harus mempertimbangkan : 

a. Lingkungan internal dan eksternal; 

b. Tugas dan fungsi OPD; dan 

c. Pihak yang berkepentingan. 

Pasal 13 

(1) ldentifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dilakukan 

dengan mengidentifikasi risiko OPD dan risiko kegiatan dengan tahapan 

meliputi : 

a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko 

yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya tujuan 

OPD dan sasaran kegiatan; dan 

b. mendukumentasikan proses identifika s i risiko dalam sebuah daftar risiko. 

Pasal 14 

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c , dilakukan 

dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko. 

(2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan berdasarkan 

kemungkinan terjadinya risiko dan tingka t dampaknya. 



(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) 

meliputi : 

a. menetapakan jenis analisis risiko sesua1 tujuan , ketersecliaan data, clan 

tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan; 

b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko; 

c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem da n mekan isme 

pengendalian baik proses, peralatan , dan praktik yang ada; 

d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood) 

suatu risiko dan dampaknya; 

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko; 

f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan 

g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk 

setiap kategori. 

(4) jenis a n alisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat 

berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif 

kemungkinan terjadinya dan dampak. 

(5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d , dilakukan dengan menggunakan dengan 

metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter 

yang telah ditetapkan. 

(6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) huruf g, 

diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi : 

a . kemungkianan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam freku ensi; dan 

b. tingkat-dampak. 

(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan 

ditandainya warnai, sebagai berikut : 

a. risiko rendah dengan warna hijau ; 

b . risiko sedang dengan warnai kuning; dan 

c. risiko sangat tinggi dengan warn a mera h. 

Pasal 15 

(1 ) Conteh matrik tingkat dampak clan kemungkinan terjadinya risiko 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Roma wi l dan merupakan bagian tida k terpisa hka n 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) seba ga imana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana 



tercantum dalam Lampiran Romawi II dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

( 1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) menghasilkan 

keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis risiko. 

(2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berisi : 

a. identifikasi a kar permasalahan; 

b . penentuan tingkat risiko, profil risiko, a tau peta risiko; dan 

c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai 

pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, 

peluang dan ancaman. 

Pasal 17 

( 1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 huruf d , dilakukan 

untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan 

risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. 

(2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

meliputi kegiatan : 

a. menetapakan h al yang menja di pertimbangan dalam melakukan evaluasi 

risiko; dan 

b. melakukan evaluasi risiko secara berkala. 

(3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) m eliputi : 

a. risiko yan g perlu mendapatkan penanganan; 

b . prioritas penanga nan risiko; dan 

c. besamya dampak penan ganan risiko. 

Pasal 18 

(1) Evaluas i risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilka n 

keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi. 

(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dima ksud pada ayat ( 1) berisi urutan 

prioritas risiko dan daftar r isiko yang akan ditangani. 

Pasa1 19 

(1 ) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan 

dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia 

dan memutuskan pilihan penanganan risiko . 



(2) Ta hap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan 

hasil penilaian risiko. 

(3) Penanganan risiko pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya 

gejala permasalahan. 

Pasal 20 

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 12 huruf f, 

dimaksud untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan 

sesuru rencana. 

(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pa da ayat 

(1) meliputi : 

a. pengendalian rutin pela ksanaan penanga n risiko dengan cara 

membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan; 

b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko 

berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan 

bahwa prioritas penaganan risiko masih selaras dengan peru bahan 

didalam lingkungan kerja; dan 

c. pemantauan dan reviu dilakukan berkala. 

Pasal 21 

Pemantauan dan rev1u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( l ) 

menghasilakan keluaran (output) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan 

rev1u. 

BAB VI 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 22 

Dala m upaya mengu kur kinerja penerapan manaJemen risiko dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dilakukan evaluasi oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Mukomuko secara berkala a tau apabila diperlukan mencakup 

evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya. 

Pasal 23 

( 1) Setiap OPD wajib membuat laporan manajemen risiko. 

(2) Laporan penerapan manajemen r isiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

terdiri atas : 

a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan 

b. laporan rencana penaganan dan rencana pemantauan penaganan risiko. 



___ ._ _ 

Pasal 24 

Laporan penerapan manaJemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lamba t 

akhir bulan Februari . 

Pasal 25 

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Romav.ri III dan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Diundangkan di Mukomuko 
Pada Tanggal J.!) Desember 2017 

SE RETARIS DAERAH 
KA PATEN MUKOMUKO, 

1
\- \ r1 

\ I 
\ l \ 

SYAf , S.P 

Ditetapkan d i Mukomuko 
Pada Tangga129 Desember 2017 

BUPATI MUKOMtlKO~-
.... -.. -

_,.. : I 

' //,· ~-~ ---- ..... 

------- I I 

CHOIRUL HUDA 

BERITA DAERAH KABUPATEN M UKOMUKO TAHUN 20 1 7 NOMOR 38 


